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LAMPIRAN I 

Daftar Informan Dan Hasil  Wawancara 

 

 Pertanyaan wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan 

oleh narasumber, adapun narasumber yang diwawancarai diantanya adalah ketua 

Partai Amanat Nasional, bendahara Partai Amanat Nasional, sekretaris 

BAKESBANGPOL, staf bagian analisis kebijakan modal BAKESBANGPOL 

Kabupaten Asahan. 

 

Hasil Wawancara 1 

Nama Drs. Syaddad Nasution, S.Pd.I 

Agama Islam 

Jenis Kelamin Laki – Laki 

Jabatan Ketua DPD PAN Asahan 2020-2025  

Ketua Komisi A di DPRD Asahan 

Tanggal Wawancara 22 Mei 2022 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dalam 

mengelola keuangan atas dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ? 

Jawab: Sejauh ini saya menjabat menjadi ketua PAN dari tahun 2019 

sampai tahun 2022 partai PAN selalu memenuhi akuntabilitas 

laporan keuangan atas anggaran yang didapat dari APBD yang 

kemudian akan dilaporkan kepada BAKESBANGPOL kemudian 

diaudit oleh BPK dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal 

tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari apa yang 

kami terima, namun kami tidak membuat laporan apapun selain 

LPJ tersebut 

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang 

diperoleh oleh partai politik ? 

Jawab: Partai politik itu mendapat dana bantuan apabila mendapat kursi di 

DPR/DPRD, maka partai politik akan berusaha sebaik-baiknya agar 

mendapatkan banyak suara agar dana bantuan yang didapat juga 
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banyak. Dana yang kami terima sesuai dengan jumlah suara yang 

didapat saat pemilu tahun 2019 yaitu 39.900 suara kemudian akan 

dikali dengan harga persuara yaitu 2.000. 

3. Apa saja kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah ? 

Jawab: Dana yang kita dapat dari APBD tersebut kita gunakan 60% 

bahkan lebih untuk pendidikan politik berupa seminar, 

musyawarah, sosialisasi dan lain yang berhubungan dengan politik, 

kemudian sisanya untuk keperluan sekretariat kantor, baik dalam 

pemenuhan alat tulis kantor, surat menyurat, arsip dan gaji para 

pengurus partai PAN 

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai terhadap dana yang 

diperoleh diluar dari APBD ? 

Jawab: Dana bantuan untuk partai politik itu ada empat ya, dari APBD, 

iuran dari kami (para anggota), dari perusahan-perusahan ataupun 

lemabaga lainnya dan ada juga dari dari atasan. Untuk dana yang 

dari APBD itu banyaknya sesuai dengan jumlah suara yang kita 

dapat pada pemilu yang lalu, sedangkan iuran dari anggota akan 

dipotong langsung ketika kita menerima gaji. Untuk 

pertanggungjawabannya ya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan 

politik terutama dalam pemenuhan tugas dan fungsi kita, 

pendidikan politik, membantu rakyat itu sudah termasuk 

pertanggungjawaban kita dalam menerima bantuan tersebut. 

5. Apakah laporan keuangan partai politik dapat diakses oleh publik secara 

terbuka ? 

Jawab: Dan untuk masyarakat tidak semua bisa melihat keuangan kita 

namun jika memang perlu dan mereka datang kekantor, kita kasi 

dan kita jelaskan beberapa hal yang penting. Untuk pengumuman 

dalam bentuk apapun kita tidak membuat karena inikan rumah 

tangga kita jadi tidak semua orang boleh tau masalah yang ada di 

dalam. 
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6. Bagaimana bentuk transparansi dari partai politik ? 

Jawab: Untuk transparansi sendiri kita sudah transparan untuk pemerintah 

yaitu bakesbangpol, semua dana yang kita dapat dari APBD kita 

laporkan kepada mereka.  

7. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi ? 

Jawab: Setiap transaksi apapun yang dilakukan harus ada bukti yang jelas 

untuk memperkuat laporan pertanggungjawaban yang kita buat, 

seperti foto kegiata, kwitansi dan lain-lainnya. 

 

Hasil Wawancara 2 

Nama Nurman Abdy Siagian, SE 

Agama Islam 

Jenis Kelamin Laki – Laki 

Jabatan Bendahara DPD PAN Asahan 2020-2025  

Tanggal Wawancara 23 Mei 2022 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dalam 

mengelola keuangan atas dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ? 

Jawab: Pertanggungjawaban laporan keuangan kita buat dalam LPJ 

(Laporan Pertanggungjawaban) yang akan diserahkan kepada 

pihak BAKESBANGPOL. Kita merasa bahwa dana yang kita 

terima sudah kita salurkan dengan baik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terutama untuk kepentingan pendidikan 

politik, musyawarah, seminar dan kegiatan-kegiatan politik 

lainnya kemudian mengenai kesekretariatan kantor. 

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang 

diperoleh oleh partai politik ? 

Jawab: Dana yang kami terima sesuai dengan jumlah suara yang didapat 

saat pemilu tahun 2019 kemudian akan dikali dengan harga 

persuara yaitu 2.000 yang kesemuaan dana yang diterima untuk 

kepentingan pendidikan politik dan kesekretariatan partai. 
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3. Apa saja kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah ? 

Jawab: Pertama pendidikan politik, kemudian untuk kepentingan rakyat 

dan untuk sekretariat kantor. 

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai terhadap dana yang 

diperoleh dari selain pemerintah? 

Jawab: Kita memang tidak membuat laporan lain selain LPJ tersebut, 

namun jika penyumbang dana menginginkan suatu laporan maka 

kita akan membuatnya dan menjelaskan kemana dana tersebut 

kita salurkan. 

5. Apakah pencatatan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum untuk organisasi nonlaba yaitu ISAK No. 35 ? 

Jawab: Pencatatannya kami buat seperti biasa yang dibuat oleh pemerintah 

untuk laporan pertanggungjawabannya, berisikan anggaran dan 

pengeluaran, namun kami tidak ada membuat laporan keuangan 

lain seperti akuntansi yang adek sebutkan. 

6. Apakah laporan keuangan partai politik dapat diakses oleh publik secara 

terbuka ? 

Jawab: Untuk secara luas tidak ada tetapi jika memang diperlukan kami 

akan membuka akses untuk publik. 

7. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi ? 

Jawab: Apapun yang kita buat dilaporan pertanggungjawaban harus 

disertai dengan bukti transaksinya baik berupa bukti pembayaran 

maupun foto kegiatan. 

8. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ? 

Jawab: Bentuk transparansi yang kami lakukan saat ini yaitu membuat 

laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada pihak 

BAKESBANGPOL. 
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Hasil Wawancara 3 

Nama Rahman Halim A.P 

Agama Islam 

Jenis Kelamin Laki – Laki 

Jabatan Sekretaris BAKESBANGPOL Kabupaten Asahan 

Riwayat Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) 

Sumedang 

Tanggal Wawancara 17 Oktober  2022 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik terhadap laporan keuangan 

dalam mengelola keuangan mengenai dana yang diberikan pemerintah ? 

Jawab: Akuntabilitas dari partai politik di Asahan ini cukup bagus karena 

selama saya menjabat dalam 1 tahun saya tidak pernah mendengar 

adanya hasil audit dari BPK yang tidak baik. Partai politik akan 

menyerahkan laporan pertanggungjawabannya secara berkala yaitu 

6 bulan sekali, mereka selalu memenuhi karena mereka takut jika 

mereka tidak memberikan laporan maka dana tidak akan 

disalurkan. Partai politik mendapat bantuan bukan hanya dari 

APBD saja namun dari anggota, sumbangan dan infaq, namun 

untuk laporan sumbangan lain selain dari APBD kami tidak tau 

menau itu urusan partai masing-masing. Walau mereka seharusnya 

membuat laporan keuangan tersebut agar para penyumbang lebih 

tau kemana uang tersebut digunakan. Seperti kami juga ada infaq 

tersendiri untuk partai politik, tetapi kami Cuma memeriksa dana 

bantuan yang berasal dari anggaran daerah karena itu duit rakyat 

yang harus dipertanggungjawabkan 

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang 

diperoleh oleh partai politik ? 

Jawab: Besaran dana bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah suara 

yang mereka terima saat pemilu, untuk tahun ini sebesar 3.438 

persuara. 
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3. Apakah pembelanjaan partai politik sudah sesuai dengan fungsinya ? 

Jawab: Di dalam laporan pertanggungjawaban yang mereka buat sudah 

tertera bahwa mereka melaksanakan fungsinya dengan baik. 

4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai 

politik selama ini, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum ? 

Jawab: Saya tidak tau bagaimana persisnya mengenai akuntansi itu 

bagaimana, kami hanya menilai mengenai laporan 

pertanggungjawaban atas bantuan dari APBD. Jadi, isi laporan 

tersebut berisi mengenai kemana dana itu dibelanjakan mereka, 

seperti untuk pendidikan politik, acara-acara politik untuk kader, 

kemasyarakatan, administrasi kantor sampai dengan transportasi 

dengan bukti-bukti yang bisa kita terima. Setelah kami periksa 

kemudian dari BPK akan mengaudit setahun sekali. 

5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka ? 

Jawab: Untuk akses laporan keuangan saya tidak tau persis karena itu 

adalah kebijakan dari partai masing-masing, tapi kalau kami dari 

BAKESBANGPOL selalu membuat akses untuk publik sebagai 

bentuk tanggungjawab kami orang yang memeriksa anggaran dari 

partai politik atas uang rakyat. 

6. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ? 

Jawab: Transparansi yang dilakukan oleh partai politik kepada kami atas 

anggaran APBD ya dalam bentuk laporan rutin diberikan dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ). 
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Hasil Wawancara 4 

Nama Darwin S.H 

Agama Islam 

Jenis Kelamin Laki – Laki 

Jabatan Staf Analisis Kebijakan Modal BAKESBANGPOL 

Kabupaten Asahan 

Riwayat Pendidikan Universitas Asahan  

Tanggal Wawancara 18 Oktober 2022 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik terhadap laporan keuangan 

dalam mengelola keuangan mengenai dana yang diberikan pemerintah ? 

Jawab: Pertanggungjawaban yang dibuat oleh partai politik Cuma tentang 

laporan pertanggungjawaban tersebut karena mereka takut jika 

mereka tidak membuat LPJ maka dana yang seharusnya mereka 

terima akan diberhentika. 

2. Apakah pembelanjaan partai politik sudah sesuai dengan fungsinya ? 

Jawab: Jika dilihat dari laporan yang mereka berikan kepada 

BAKESBANGPOL mereka telah menjalankan pembelanjaan 

tersebut sesuai dengan fungsi mereka sebagai partai politik. 

3. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana 

bantuan kepada partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian ? 

Jawab: Perjanjian partai politik dengan pemerintah yaitu bagi partai politik 

yang mendapat kursi akan membuat proposal yang berisikan 

tentang rencana anggaran yang akan dilakukan mereka enam bulan 

kedepan, setelah itu kami pihak bakesbangpol akan memeriksa dan 

kemudian mencairkan dana bantuan kepada partai politik yang 

mendapat kursi. Setelah 6 bulan maka partai politik wajib 

melaporkan hasil pertanggungjawaban dana yang diterima berupa 

laporan pertanggungjawaban yang telah diatur pada pemendagri 

No. 78 Tahun 2020. 
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4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai 

politik selama ini, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum ? 

Jawab: Setau saya partai politik hanya membuat laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) saja, karena hanya laporan itulah yang 

sampai kepada kami yang akan diperiksa. Seharusnya bagi partai 

politik juga membuat laporan yang lebih lengkap lagi yang memuat 

segala pemasukan dan pengeluaran mereka, bukan hanya dari 

APBD saja tetapi dari sumbangan-sumbangan lainnya. 

5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka ? 

Jawab: Karena dana yang diterima oleh partai politik adalah dari uang 

rakyat dan juga dari pihak ketika maka laporan keuangan tersebut 

harus bisa diakses oleh publik secara terbuka agar tidak ada 

kecurigaan, hal itu juga akan menambah kepercayaan masyarakat 

terhadap partai politik. Tapi untuk pribadi partai politik itu 

tergantung mereka mau membuat akses bagaimana sistemnya. 

6. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ? 

Jawab: Bentuk transparansi partai politik dengan membuat laporan 

keuangan secara tepat waktu, jelas dan memuat semua informasi 

keuangan. 
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LAMPIRAN II 

Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PAN 
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LAMPIRAN III 

Struktur Organisasi DPD PAN 
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LAMPIRAN IV 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Drs. Syaddad Nasution, S.Pd.I selaku Ketua PAN Kabupaten Asahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Nurman Arby Siagian,S.E Selaku Bendahara PAN Kabupaten Asahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Rahman Halim, A.P Selaku Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Asahan & 

Bapak Darwin S.H Selaku Staf Analisis Kebijakan Modal Bakesbangpol 

Kabupaten Asahan 
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LAMPIRAN V 

Surat Izin Penelitian 
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